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ABSTRAK -

CATATAN

berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) PeraturanPresiden Nomor 78 Tahun
2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, Badan Riset dan Inovasi Daerah
dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan pertimbangan
dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. untuk melaksanakan amanat Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang
Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah perlu
dilakukan  penyesuaian nomenklatur perangkat daerah. Peraturan  Bupati
Pasangkayu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah sudah tidak sesuai dengan
perkembangan sehingga perlu diubah. berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Kedua atas Bupati Pasangkayu Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat
Daerah

Dasar hukum peraturan daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 7
Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023.

Ketentuan Pasal 197 diubah sehingga berbunyi Dinas Koperasi, Usaha Kecil,
Menengah dan Perdagangan bertugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan
daerah di bidang pengelolaan perizinan perdagangan, sarana distribusi
perdagangan, stabilitas ketersediaan barang, perlindungan komsumen,
pengawasan, pengendalian dan pembinaan koperasi simpan pinjam, pengelolaan
diklat, pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan UKM. Ketentuan Pasal
277 diubah sehingga berbunyi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan
InovasiDaerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah untuk melaksanakan fungsi
penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang
perencanaan pembangunan daerah berdasarkan asas otonomidan pembantuan.

: - Peraturan Bupati ini Ditetapkan di Pasangkayu pada tanggal 29 Desember 2025.



